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Stiker Retribusi
RTHP Bikin
Resah Warga“

DLH Bantah Perintahkan Penempelan,
Tegaskan Bisa Dimanfaatkan secara Gratis

JOGJA - Warga Kampung
Dipowinatan, Keparakan,
Mergangsan, resah setelah
muncul perigumuman re-
tribusi penggunaan ruang
terbuka hijau publik (RTHP)
‘mulai 2026. Mereka khawa-
tirkebijakan itu membeba-
ni kegiatan sosial dan adat
‘warga yang selama ini me-
manfaatkan ruang publik
secara gratis.

Sekretaris Kamping Di-
powinatan Mahadeva Wahyu
Sugiyanto mengatakan, per-
soalan usai
*warga mendapati adanya "+

penempelan stiker pengu-  untuk i g

‘muman dari Dinas Lingkung-  badi seperti adat ngunduh * itu. Saya baru tahu tadi kalau

an Hidup (DLH) KotaJogja mantu. Namun pengguna-  ada stiker-stiker itu. Maka

dipintussekretariatkampung ~ annya oleh warga kurang  dari itu, petugas lapangan
pada Kamis (16/7) malam. mampu yang memiliki ke- langsung saya minta untuk

Pantauan Radar Jogja di terbatasan biayauntuk me- * mencopot semuanya hari

RTHP Dipowi kemarin fasilitas “ini” ucap Rajwan dalam

(17/7) siang, stiker pengu- berbayar lainnya. sambungan telepon.

muman retribusi penggu- 12 mengaku bingungterkait  Meski berdalih, pengumu-—

naan RTHP sudah hilang. ~ dengan aturan biaya retri-  man pemberlakuan retribu-
Namun, padafoto pengu-  busi penggunaan RTLH. i pada sektor ruang terbi-
mumanyang diterima Radar ~ Sebab pada Pasal 67 diPer-  ka hijau publik itu sudah

Jogia, disampaikan bahwa da Nomor 10 tahun 2023 muncul di website resmi DLH

mulai 2026 diberlakukan belum dijelaskan secara Kota Jogja. Dalam pengu-

retribusi RTHP. Tertulisjuga ~ spesifik perihal retribusi muman di website, dasar
penerapan retribusi untukRTLH.Aturantersebut penerapan retribusj berda-
menggunakan dasar Pera-  hanya mengatur tanahdan - sar pada penyalahgunaan
turan Daerah (Perda) Kota b dan RTH i diy leh

JogjaNomor 10tahun 2023 ~ peralatan yang masuk seba- ~ warga untuk memelihara

tentang Pajak Daerah dan gai barang milik daerah ayam, untuk menjemur pa-

Retribusi Daerah. Beban (BMD). 9 kaian, untuk memarkir ken-

retribusi diberikan kepada ~ Berdasarkansejarahnya, dia ~ daraan pribadi, untuk ber-

bentuk kegiatan komersial menyebut RTHP Dipowina- ~ dagang. 1

dan pribadi. Seperti acara * tandulunyamerupakanlahan ~ DLH kemtidian melakukan

i acaraberspon-  milikpribadi i penertiban fasilitas RTHP

sor, dan acara berbayar. i un-  dengan kuk
Mahadevamengungkapkan, ~tuk dibangun RTHP. Perda Kota Jogja Nomor 10
penerapan retribusi dalam ~ ”Dulu warga sinimembe- Tahun 2023 tentang Pajak
penggunaan RTHP Dipowi-  rikan tanah itu kepadapem-  Daerah dan Retribusi Dae-
natan membuatmasyarakat kot harapannya bisa  rah. Kegiatan komersial yang

DIPAJAKI: Situasi di RTHP Dipowinatan, kemarin (17/7)
siang. Kebijakan retribusi pada fasilitas publik tersebut
keresahan di

betsifatpri

resah. L secara |elwmmdibebani retribusi adalah
tersebut sering dij asa, ivi
‘warga untukkegiatan 17-an, - dipajaki keluhnya. kawasan atau fasilitas RTHP
ulang il terpisah, Ke- untuk manfaat
tahun karang taruna, hing- pala DLH Kota Jogjaberda- ekonomi melaluf penyeleng-
ga kegiatan Idul Adha. lih tidak memerintahkan ~garaan usaha, pehjualan
"Kalausekarang orangtidak pemasangan stiker pengu- barang atau jasa, maupun
punya uang terus dipajaki - muman tersebut. Diameng-  penyewaan fasilitas sesuai

(dibebani retribusi) itu ba- ~ aku baru tahu persoalan denganketentuan peraturan
gaimana?Kalau punyauang ~ tersebut dan sudah meme-  perundang-undangan.
mendingan di gedung, ng- rintahkan ik Rajwan telah mengi

apain pakai RTHP, tegas padaseluruh RTHP diKota sikan jajarannya untuk
Mahadeva saat dikonfirma- Jogja. Namun ia tidak me- melakukan penelusuran
silewatsambungan telepon, nampik dalam stiker terse-  secara mendalam terkaitini:

kemarin (17/7). but Jika ditemukan adanya ke-
Meski demikian, ia tidak nomor kontak resmi yang  terlibatan dari jalur struk-
‘menampik RTHP Dipowi- mengurusi RTHP. tural DLH sanksi tegas akan

natan juga pernah digunakan  "Terus terang saya tidak diberikan. (inu/wia/hep)
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